
 

 

  
 

 
 

 
BUPATI TABANAN 

 

PROVINSI BALI 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  TABANAN 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013  

TENTANG KEPARIWISATAAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  TABANAN, 

 
Menimbang  

 

 

 

 
 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 
 

 

: 

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

maka perlu merubah  Peraturan Daerah  Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Kepariwisataan; 
 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang    Nomor    69   Tahun  1958    

tentang    Pembentukan    Daerah-daerah Tingkat II 

dalam Wilayah  Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur               
( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655 ); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 



  

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3658); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 
tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 

 

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4); 

 

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 13). 
 

 

   

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN 

 

dan 

 

BUPATI TABANAN 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG KEPARIWISATAAN 

 
 



  

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 1 angka 5 dalam Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
daerah  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tabanan. 

5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten 

Tabanan. 

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. 

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.  

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, 

dan Pemerintah Daerah. 

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang 

terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 

serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi 
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha. 

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

 

 

 

 



  

 

 

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut 
Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang 

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif 

yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 

umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta 
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya kepariwisataan. 

12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 

barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

13. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau 

badan usaha orang yang melakukan kegiatan usaha 

pariwisata. 

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha 

pariwisata yang saling terkait dalam rangka 
menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 

pariwisata. 

15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang 
memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki 

potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih 

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan 

budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya 
dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan 

keamanan. 

16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen 

resmi yang membuktikan bahwa usaha Pariwisata 
yang dilakukan oleh pengusaha Pariwisata yang telah 

tercantum dalam didalam daftar usaha Pariwisata. 

17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk 
mengembangkan profesionalitas kerja. 

18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada 

usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung 

peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, 
dan pengelolaan kepariwisataan.  

19. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil / Polri  

yang diberikan wewenang khusus oleh  Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Pasal II  

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

 
                                                           

                                       Ditetapkan di Tabanan 

                                                                     pada tanggal  28 Juli 2017   

             

              BUPATI TABANAN, 
 

  

 

        NI PUTU EKA WIRYASTUTI 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal  28 Juli 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 
        

 

             I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017NOMOR 8  

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI : 

(8,31/2017) 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 



  

 

 

 
PENJELASAN 

 

ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 

 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013  

TENTANG KEPARIWISATAAN 

 

 
I. UMUM 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang  
Kepariwisaaan perlu dilakukan perubahan. 

  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas.   

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 8 
 


